
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.24, 2021  PEMBANGUNAN. Jasa Konstruksi. Perubahan. 

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6626) 
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  

NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 

185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi; 

 

Mengingat :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6018); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6494); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6494) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk 

mewujudkan, memelihara, menghancurkan 

bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya 

menyatu dengan tanah atau tempat 

kedudukannya menyatu dengan tanah. 

2. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil 

Jasa Konstruksi. 

3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi 

konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 
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4. Konsultansi Konstruksi adalah layanan 

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 

meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, 

pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan 

konstruksi suatu bangunan. 

5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 

sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, 

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 

dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

6. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah 

gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa 

Konsultansi Konstruksi. 

7. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi 

pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa 

Konstruksi. 

8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa 

Konstruksi. 

9. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa 

Konstruksi kepada Penyedia Jasa. 

10. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah 

upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk 

mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, 

andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan 

berkelanjutan. 

11. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang 

selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah 

organisasi berbadan hukum yang mewadahi 

Badan Usaha Jasa Konstruksi. 

12. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya 

disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi 

dan/atau himpunan individu profesional dalam 

suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa 

Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung 

jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi 

tersebut. 

13. Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi yang 

selanjutnya disebut Asosiasi Terkait Rantai Pasok 
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adalah organisasi berbadan hukum yang 

mewadahi usaha terkait material Konstruksi, 

peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan 

sumber daya manusia. 

14. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan 

Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, 

keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, 

dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata 

lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan 

hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

15. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan 

keruntuhan bangunan dan/atau tidak 

berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir 

hasil Jasa Konstruksi. 

16. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti 

pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi 

atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi 

termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan 

Usaha Jasa Konstruksi asing. 

17. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses 

pemberian sertifikat kompetensi melalui uji 

kompetensi sesuai dengan standar kompetensi 

kerja nasional Indonesia, standar internasional, 

dan/atau standar khusus. 

18. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti 

pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. 

19. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi 

adalah perizinan yang diberikan kepada usaha 

orang perseorangan atau badan usaha untuk 

menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. 

20. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

atau Online Single Submission yang selanjutnya 

disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang 

diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas 

nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui 

sistem elektronik yang terintegrasi. 
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21. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha 

Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan 

Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang 

keilmuan, dan keahlian terkait. 

22. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha 

Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha 

dan kelompok tenaga kerja berdasarkan 

kompetensi kerja. 

23. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk 

pengakuan formal untuk menentukan kelayakan 

asosiasi. 

24. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka menciptakan lingkungan yang kondusif 

bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk 

mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi. 

25. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari 

masyarakat yang mempunyai kepentingan 

dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan 

Jasa Konstruksi. 

26. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah 

penyelenggaraan penyediaan data dan informasi 

Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi 

informasi dan telekomunikasi. 

27. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk 

menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa 

Konstruksi. 

28. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi 

adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil 

produksi dan distribusi material, peralatan, 

teknologi, dan Tenaga Kerja Konstruksi dari hulu 

hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan Jasa Konstruksi. 

29. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan 

pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa 


